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Anggaran untuk
Gedung Baru DPR
Disahkan

JAKARTA —Rencana DPR untuk memiliki
gedung baru akhirnya bisa tervwujud mulai
tahun depan. Anggaran proyek pemba-
ngunan gedung ini resmi disahkan melalui
rapatparipurna DPR keimarin dan menjadi
bagian dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2018.

Pada tahap pertama, jumlah
anggaranyangdisctujuisebesar
Rp600 miliar dari total Rp5,7
triliun yang sebelummnya diaju-
kan DPR. Hanya, belum ada
penjelasan detail mengenai pe-
runtukan dana tersebut. Seba-
gaimana diketahui, pemba-
ngunan gedung baru DPR jadi
bagian dari proyek Penataan
Kawasan Parlemen. Selain ge-
dung, DPR juga akan memba-
ngun alun-alun demokrasi.

“Iya, kalau enggak salah itu
(alokasinya) sekitar Rp500-600
miliar,” ujar Wakil Ketua Badan
Anggaran (Banggar) DPR Ja-
zilul Fawaid kemarin.

Dia membenarkan jumlah
anggaranyangdialokasikanter-
sebut, tetapi ridak mengetahui
detail peruntukannya. Banggar
menurut dia hanya membahas
besaran anggaran yang ditasul-
kan secara keseluruhan. Ang-
garan tersebut atas usulan Se-
kretariat Jenderal (Setjen)
DPR. "Sebab RAPRINI itu dibuat
oleh pemerintah. tugas DPR
hanya membahas dan mem-
berikan persetujuan.” ujarnyva.

Dia menuturkan, pcecmba-
ngunan gedung DPR nanti akan
diawasi agar transparan dan
akuntabel. Dia mengakui pro-—
gram tersebut aras persatujuan
semuafraksidiDPRkarenasudah
melalui paripurna. Proyek terse-
butjugatdakdianggarkan tahun
jamak atau multiyvears sehingga
jilka manti alokasi anggaran di
2018 tidak mencukupi, kemung-
kdnannyabaruakan diajukan lagi
tahunberikutmya.

Sebelumnya, Ketua Badan
Urusan Rumah Tangga (BURT)
DPR Anton Sihombing menje-
laskan bahwa pembangunan
gedungbaruDPRakanmenelan
biaya Rp320.44 miliar. Jilkka di-
total dengan permbangunan
alun-alun demokrasiyvang ang-
garannya Rp280 miliar, pro-
gram penataan kawasan parle-
men ini akan membutuhkan
anggaran Rp600 miliar.

Wakil Ketua DPR Taufik
Kurniawan mengatalcan, sebe-
lum anggaran tersebut disetu-
jui pemerintah, rencana pena
taan kawasan parlemen ini su-
dah disampaikan secara lang-
sung beberapa kali saat rapat
konsultasi antara pimpinan
DPR dan Menteri Keuangan Sri
Mulyani. Adapun perencana-
an., pembahasan. dan pemba-
ngunan DPR diserahkan sepe-
nuhnya kepada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat serta Setjen DPR.
Dia menyebut proyek tersebut
memang sudah menjadi kebu-
tuhan DPR akibat gedung DPR
yang sekarang sudah sesak. "Ka-
sihan gedung lama yang kondisi
fisiknya perlu perawatan. Kami
berikan apresiasi kalau peme-
rintah sudah memahami apa
vangmenjadikebutuhan teman
teman DPR,” tandasnya.

Dia berharap tidak ada po-
litisasi, apalagi gedung DPRitu
nanti akan menjadi aset negara
melalui Sekretariat Negara.

Peneliti dari Forum Masya-—
rakat Peduli Parlemen Indone
sia (Formappi) Lucius Karus

melihat, mulusnya rencana
DPR untuk mendapatkan per—
setujuan pemerintah mem-
bangun gedung baru tidak ter-
lepas dari semakin harmonis-
nya hubungan kedua lembaga.
Kemesraan tersebut nyaris
menghilangkan peran check arnd
balances antara satu dan yang
lainnya. "DPR dengan mudah
menjadi stempel bagi program
pemerintah, dan pemerintah
pun menikmat setiap dukungan
DPRtersebut. Dukungananggar-
an untuk gedung baru saya kira
lahir dalam suasana penuh har-
moni tersebut,” kata Lucius saat
dihubungi tadimalam.

Terlebih menjelang tahun
politik, menurut Lucius, konso-
lidasi antara fraksi-fraksi di
DPRdanpemerintah tentusan-
gat dibutuhkan pemerintah,
khususnya presiden yang ber-
keinginanmenjabatselamadua
periode. Namun, Lucius me-
ngendus gelagat aneh ketika
pemerintalhh yang nyatanya
membutuhkan anggaran besar
untuk membiayai program
program permbangunan infra-
struktur, tapi dengan mudahnya
menyetujui anggaran pem-
bangunan gedungsebesar Rp600
miliar. Padahal, kata dia, pem-
bangunan yang bisa langsung
dirasakanrakyatlebihmendesak
ketimbang menycdialkan fasili-
tas bagi DPR yang sejauh ini ki
nerjanya sering disorot. "Tentu
saja sikap pemerintah sepertiini
hanya bisa dijelaskan dengan
menyebutkan kepentingan poli-
tik sebagai dasarnya,” tukasnya.

Lucius meminta publik unitulke
tetap mengawasi proses lanjutan
pembangunan gedung DPR ini.
khususnya untuk mengantisi-
prasi kemungkinan penyele-
wengan anggaran pembangun-
annya. "Bila perlu, RPK harus
tirun tangan untuk memastikan
tak ada penyelewengan dalam
proyelktersebut,” tandasnya.
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